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WALIKOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 9 TAHUN 2AN

TATA cARA PEMBAYA*I&TffiX$^* PENGHASILAN UNTUKKESEJAHTERAAN BAGI PPCAWET XPCPru SIPIL DAERAHDr LTNGKUNGAN pEMERTNTAH KorA sesaNC-

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a' bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasik"]:. dipandang peilu memberiian-- ffi*rg"r, daerahsebagai tambahan penghasilan bagr fegauiai Negeri SipilDaeratr;

b. bahwa untuk memberikan tunjangan Daerah dimaksudperlu diatur fata cara pembayaran tambahan penghasilanuntuk kesejahteraan bagi pega;ai Negeri sipii o""..r, ;

c' bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, pirru .."lt"pkan peraturan
walikota sabang tentang Tata b""a p.*t"ylian tambahanPenghasilan untuk Kesejahteraan bagi pega**i N.g..i sipiiDaerah di Lingkungan pemerintah KoL S.6"rrg;

Mengingat : 1. undang-Undang Nomor 1o Tahun 1965 tentangPembentukan Kotapra-ja Sabang- g:1g." Menlubah U"J""g_undang Nomor T Drt Tahun rgs6"tentang''pembentukan
Daerah otonom Kabupaten di rropinsis'u*"t"r" utara
{]frP*"" Negara Repuutit Indonesia Tahun 196s Nomor53, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor27s8);

2. undang-Undang Nomor 2g Tahun rggg tentang
l-enyelenggaraan - Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan NepotismJlrr-r"r", Gara RepubrikIndonesia Tahun 1999 Nomor TS, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor SfiStl;

3. undang-undang Nomor 17 Tahun 2oo3 tentang Keuangan
Jlegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oosNomor 47, Tambahan tembaran Negara nlp"urit IndonesiaNomor a2861; -- - --r '^uvrrvora I

4. undang- ... I
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4' Undang-undang Nomor 1 Tahun 2oo4 tentangPerbendahafSn Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2oo4 Nomor s, Tambahan r.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor a35S);

5' undang-Undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentangPemerintahan D19yh (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2oo4 Nomor 12s, Tamulnan Lembaran
lgsara Republik Indonesia Nomor 44gz) sebagaimana terahdiubah beberapa kali, terakhir dengan uridang-Undang
Nomor L2 Tahun 2oog tentang periruatran Kedua atasUndang-undang Nomor g2 Tahun 2oo4 tentangPemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambihan tembaran
Negara Republik Indonesia Nomor agaa);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang
Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat da;Pemerintahan D19rh (lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 126, Tarrrbahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa3gl;

7. undang-undang Nomor 1 1 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (l.embaran Negara Republik Indonesii
Tahun 2ao6 Nomor 62, Tambahan l.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor a633);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5g Tahun 2o0s tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republif
Indonesia Tahun 200s Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a17gl;

9. Peraturan Pemerintah Norn6r 53 Tahun 2O1O tentang
Disiplin Pegawai Negeri sipil (Iembaran Negara Repub[f
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2A06tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kari, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun zott
tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan
Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN WALIKOTA SABANG TENTANG TATA CARA
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN UNTUK
KESN'AHTERAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG.
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BAB II
TUJUAN, SASARAN DAN BESARAN TPK

Pasal 2

Pemberian TPK bertujuan untuk meningkatkan
kesejahtgraan pegawai dan motivasi kerja dengaln cara
memberikan insentif dalam bentuk tambahan penghasilan.

Pasal 3

sasaran pemberian TPK adalah semua PNSD yang bekeda
secara aktif di lingkungan Pemerintah Kota sabang dan
pembayarannya berdasarkan jumlah hari kehadiran.

Pasal 4

(1) Besaran TPK yang dibayar berdasarkan jumlah kehadiran
dan pertimbangan objektif lainnya kepada masing-masing
PNSD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota
Sabang tentang Tambahan Penghasilan kepada pNS di
lingkungan Pemerintah Kota.

(2) Pertimbangan objektif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:
a. tidak hadir karena cuti;
b. tidak hadir karena libur sekolah bagi guru;
c. dinas luar berdasarkan perintah atasan yang

berwenangi dan
d. memperoleh dispensasi keda berdasarkan izin dari

atasan yang berwenang. ''

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5
Pengguna Anggaran mempersiapkan dokumen yang
diperlukan sebagai dasar permintaan pembayaran TPK
pada BUD.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD
dapat mengajukan Surat Perintah Membayar kepada
Kuasa BUD pada setiap bulannya dengan melampirkan
dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
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(2) Kuasa BUD merakukan verifikasi terhadap kerengkapanadministrasi yang diajukan oleh e"rrggu.r. Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan melakukan pembayaran
sesuai.dengan ketentuan yang berlaku.

pasal 7

TPK dibayarkan per bulan dengan memperhitungkanpajak penghasilan, zakat dan infaq 
"u"r"i feratu.",yang berlaku dan dikurangi dengan jumtatr hariketidakhadiran PNSD.

Pengurangan TpK karena ketidakhadiran sebagaimana
dimaksud pada ayat (l), adalah ketidakhadiran tanpaketerangan, ymg dibuktikan dengan daftar hadir apeldan/atau daftar hadir masuk keq.a.

BAB IV
KETENTUAN LAIN

Pasal 8

(1) TPK dibayarkan juga kepada:

a' PNS pusat yang diperbantukan dan diangkat daramjabatan strukturar atau jabatan fungsional di
lingkungan pemerintah Kota;

b. PNSD yang menjatani masa persiapan pensiun (Mpp);
dan

c. Calon PNSD.

(21 Pembayaran TpK bagr caron 
'NSD 

sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan denganperhitungan sebesar goo (derapan puluh perseratus)
dari satuan besaran TpK sesuai golongan.

(3) Pembayaran TpK tidak dapat dilakukan kepada:
a. PNS pindahan;

b. PNS titipan;

c. PNSD yang diperbantukan pada instansi di luar
Pemerintah Kota kecuali ,NSD yang diperbantukan
pada PDAM, tenaga pendidik yalg diperbantukan
pada satuan pendidikan di ringkungan Kementerian
Agama dan lembaga pendidikan swasta;

(1)

(2)

0

0

d. PNSD



pasal 10

Hal-hal yang belum diatur daram peraturan walikota ini
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11 ...
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d. PNSD yang mendapat Tlrgas Belajar; dan
e' PNSD yang mengamb, cuti di luar tanggungan negarakecuali cuti hamil dan cuti bersatin anat< ketiga danseterusnya.

(4) PNS pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, berraku selama 1 (satu) tahun terhitung mulaitanggal aktif bekerja di lingkungan pemerintah Kota.
(5) Pemberhentian pembayaran TpK bag, PNSD yangmendapat tugas belajar terhitung mulai-tanggal 1 (satu)bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan tentangtugas belajar.

(6) PNSD yang merakukan peranggaran disiprin karena tidakmelaksanakan tugas seberum dan/atau seterah cutibersama dan ribur nasional dikenakan pengurangan
pembayaran TpK buran berkenaan sebesar 10% (sepuruh
perseratus) sampai dengan l.ooo/o (seratus perseratus)

(7) Pengur€urg€rn pembayaran TpK sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut d".rg., Keputusan
Walikota.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Pada saat berlakunya peraturan walikota sabang ini, maka
Peraturan walikota sabang Nomor 4 Tahun 2oLL tentangTata cara pembayaran Tambahan penghas,an Untuk
Kesejahte{aan Bagr pegawai Negeri Sipil Daerah diLingkungan Pemerintah Kota Sabang dinyatakan dicabut
dan tidak berlaku.

4l
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ZA ZAINAL

Pasal 1l

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang 
.dapat-_,mengetahuinya, memerintahkanpengundangan peraturan walik;a ini oenlan- rii.rr"*patkandalam Berita Daerah Kota S;;g.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 1 Marit 2Ot2

p wauroTA SABANG,/

7/
Diundangkan di Sa
pada tanggal L t2

SEKRETARIS DAE KOTA SABANG,

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2OI2 NOMOR

?

MUNAWA
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan warikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah yang seranjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahKota sabang yang terdiri atas walikoti dan' n"r"rrgt atDaerah Kota.
3. Walikota adalah Watikota Sabang.
4. Gampong adalah Gampong dalam Kota.
5. Pemerintahan Gampong adatah penyerenggaraan urusanpemerintahan oleh pemerintah Gampong -dan T\rha peut

dalam Kota.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik Gampong danPerangkat _Gampong sebagai..unsur.penyeleiggara

pemerintah Gampong.
7. T\.rha Peut adalah Ttrha peut Gampong dalam wilayah Kota.
8' Qanun Gamgo-ns_ adalah peraturan perundang-undangan

yang dibuat oleh ruha peut bersama Keuchik Gairpong. "
9. Badan usaha Milik Gampong, yang selanjutnya disingkat

BUMG adalah usaha desa yang aibentukTaiiiritan 6t"r,pemerintah ('ampong yang lepemilikan modal dan
pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan
masyarakat.

10. usaha Gampong adalah jenis usaha yang berupa pelayanan
ekonomi gampong, usaha jasa, penyaruran sembilan 6ahan
pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan
kerajinan rakyat.

(1)

(21

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Pembentukan dan Pengelolaan BUMG diterbitkan melalui
Qanun Gampong.

Qanun Gampong tentang Tata cara pembentukan dan
Pengelolaan BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada Peraturan Walikota ini

Pasal 3

Qanun Gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat
(tt paling kurang memuat bentuk organisasi,
kepengurusan, hak dan kewajiban, permodalan, blgi hasii
usaha, keuntungan dan kepailitan', ke4asama dengan pihak
ketiga, mekanisme pertanggung jawaban, pembinaan dan
pengawasan masyarakat,

(1)

,rrr"""?i


